2.1

2.1.1

BAB 1

LANDASAN TEORI

Tinjauan Umum ’J[‘enﬁang Pajak
Pengertian Pajak

Rochmat Soemi;tro dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum
Pajak dan Pajak I’endaﬁatan, pada tahun 1990, menyatakan bahwa:

“Pajai adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
undang (vang dapar dipaksakan) deagan tidak mendapatkan jasa timbal
(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membayar pengeluaran umum”

Dengan pcnge;tian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak
merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah atau iuran kepada
negara yang dapat dipaksa%:am kepada yang wajib membayar menurut
peraturan-peraluran, tidak dapat jasa balik atas pembayarannya, langsung
dapat ditindak apabila tﬁdak menjajankan sesuai dengan Undang-undang Pajak
yang berlaku, dan dana yang diterima digunakan untuk membiayai
pengeluaran  umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk
menyelenggarekan pemé:rintaham

Untuk :mencapai tujuan pemunguian pajak, dalam memilih alternatif
pemungutannya perlu berdasar pada asas-asas pemungutan pajak sehingga
terdapat keserasian antara pemungutan pajak dengan tujuan dan asasnya.

Adam Smith dalam bukémya “dnfnguiri info the Nature and Causes of the

9
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Wealth of Natiom"’; menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya

didasarkan pada asas:

a. Equality
Pemungutan Pajai( harus bersifat final, adil dan merata, vyaitu
dikenakan kepadai orang pribadi yang harus sebanding dengan
kemampuan membéyar pajaé: (ability 10 pay) dan sesuai dengan manfaat
yang diterima .

b, Certainty '
Penectapan Pajak itt?l tidak diteniukan sewenang-wenang. Oleh karena itu
Wajib Pajak iaarusé mengetahul secarz jelas dan pasti pajak terhutang,
kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c. Convenience |
Kapan Wajib Pajaké itu harus membayar pajak sebaiknya sesuai dengan
saar-saat yang tidak menyulitkan Wajib Pajak.

d. Economy .
Secara ekonomi bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan
kewajiban pajak béagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin,

demikian pula beban vang digikul oleh Wajib Pajak.

2.1.2  Dasar Hukum Pajak
Berdaserkan Pasal 23A Amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang

berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersilat memaksa untuk keperluan
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Negara diatu: dengan Undang-undang”. Maka atas dasar Undang-undang
yang dimaksudkan E:mhwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari
masyarakat ke pexnm{nlah vang digunakan untuk membiayai pengeluaran
negara dengan tidak né}enciapaﬂ«:am kontraprestasi langsung. Oleh karena itu,
segala tindakan vang :menempatimn beban kepada rakyat, sebagai contoh
pajak, harus ditetapkéan dengan Undang-undang yang telah mendapat

persetujuan dari Dewzﬁm Perwakilan Rakyat (Muhammad Mansyur. 2005,

Pajak Terapan Brevet A & B, Buku I, hal £) Maka dalam hal ini, dasar hukum

dari Pajak adalah Undahg—Und;;mg Perpajakan.

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemeriniah (fiskus) selaku

Pemungui Pajak dengaﬁ Wajib Pajak. Hukum Pajak dibedakan menjadi:

a. Hukum Pajak M:tfteriiﬁ, merupakan Hukum Pojak yang memuat norma-
norma yang menei‘angka'n keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang
dikenakan pajak, si:apa yvang dikenakan pajak, berapa besar pajak yang
akan dikerakan, segala sesuatu tentang timbulnya dan terhapusnya utang
pajak, serta hubungén hukum antara pemerintah dan Wajib Pajak.

Hukum Pasak Materiil meliputi:
- UU Pajak Penghasilan

- UU Pajak Pertambahan Nilai

UU Pajak Bumi dan Bangunan

UU Bea ‘Peroieeh?.n hak atas tanah dan atau Bangunan
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- UU Bea Materai

b. Hukum Pajak qumaiﬂ merupakan hukum pajak yang memuat bentuk
alau tata cara untuli mewtjudkan hukum materiill menjadi kenyataan,
Hukum Pajak Fom%ai il meiiputi;

- UU Ketentuan T;Jmum dan Tata Cara Perpajakan
- UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

- UU Pengadilan Pajak

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak memiliki dua ma{::am fungsi, vaitu:

a. Fungsi Pclmrimaa@ (Budgetair)
Berfungsi sebagai ésumb@:r _dzzum vang diperuntukan bagi pembiayaan
pengeluaren p-emefi13yala, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran
pembangunan.

b. Fungsi Mengatur (iRegu!w*en}
Berfungsi sebagai alat untul: mengatur atau melaksanakan kebijakan di
bidang sos.al dan e[{onomi.

Kedua fungsi tersebut merupskan peran utama pajak. Dalam
perkembangannya, pcra;n tersebut menjadi lebih kuat dengan adanya fungsi

redistribusi dan demokrasi yang pengertiannya adalah: .
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a. Fungsi R«:(ii:stribu;;si
Yaitu fungsi uang lebik menekankan unsur pemerataan dan keadilan
dalam masyarakm,: Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam
pengenaan pajak, j;laitu tarif pajak uang lebih besar untuk tingkat atau
lapisan pe:ag;hasilaré yang lebih tinggi.

b. Fungsi Demokrasi
Merupakaa salah satu penjeimaan atan wujud sistem gotong royong
termasuk kegiatan épemerin‘iah dan pembangunan. Fungsi ini pada saat
sekarang sering dil};aitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada
masyarakat khususﬁya pembavar pajak. Apabila pajak telah dilaksanakan
dengan baik, maka imba; baliknya pemerintah akan memberikan

pelayanan yang terbaik.

2.1.4 Jenis-Jenis Pajak
Secara umum, Q@iak yang diberlakukan di Indonesia dapat dibedakan
dengan klasifikasi sebagai berikut:
a. Menurut Sifatnya::
- Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat
dilimpzhkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung
Wajib Pajak ymgg bersangkutan.
- Pajak Tidak Léngsungﬁ adalah pajak yang pembebanannya dapat

dilimpahkan ke pihak lain.



2.2

2.2.1

14

b. Menurut Sasaran / Objeknya

Pembagian pajak n;aeuurus; sasaran/objeknya dimaksudkan pembedaan dan

pembagiannya berdasarkan ciri-citi prinsip:

- Pajak Subjc-:ktiﬁ, adalab pajek vang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya ydng selanjutirya  dicart syarat objektifnya, dalam arti
memperhaiikml; keadaan diri Wajib Pajak.

- Pajak Objckﬁf,: adalah paiak yang berpangkal atau berdasarkan pada
bjeknya, tanpa %mmperhatikam keadaan diri Wajib Pajak.

c¢. Menurut ,l’emumgétnya

- Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

- Pajak Daerah, a;iaiah pujak vang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Tinjavan Umum Tenﬁmg Penagihan Pajak
Pengertian Pc:nagihan: Pajak

Penagihan P’ajal% adalah kegiatan vang dilakukan oleh pihak Pemungut
Pajak kepada Wajib Pajak vang dikarenakan adanya keterlambatan dari pihak
Wajib Pajak yang clilztkﬁkan baik sengaja maupun tidak disengaja.

Kepade Wajib Eajak vang tidak dapat melunasi utang pajaknya sesuai
dengan waktu yang telah ditentukan dapai mengajukan:

a. Penundaan pen15ayam1 pajak;
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b. Pembayaran pa{jak dengan cara angsuran;
¢. Penghapusan u‘?tang pajak.
Ketiga hal lers?r:but di awas dapat dilakukan dengan cara mengajukan
permohonan ke Se:kisif Penagihan di kantor Pelayanan pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar denga;l meryertakan alasan-alasan yang jelas yang dapat

diterima olel pihak Seksi Penagihan iersebut,

Dasar Hulurn Penagi;hzm Pajak
Dasar hukum darx Penagihan Pajak adalah UU Nomor 19 tahun 2000
tentang Penagilian P:ajzék dengur: Surat Paksa. Dalam keglatannya, penagihan
ini akan dilakukan oieh bagian Penagihan (seksi penagihan) di Kantor
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.
Dalam penagihz?nnya, Pajak dibagi menjadi dua macam, yaitu dengan
cara pasif dan aktif: .
a. Penagihan Pajak Pasif
Penagihan pajak p«%;sif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan
Pajak (STP), Sura? Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambaban (SKPKBT), Surat
Keputusan Pembet?uian vang rmenyebabkan pajak teruiang menjadi
lebih besar. Surat Kc!aputusma “eberaten yang menyebabkan pajak terutang
menjadi lebih besefar, Surat Kepuiusan Banding yang menyebabkan

pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari
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belum dilunasi, maka 7 hari setelak jatub tempo akan diikuti dengan
penagihar pajak secara sktif yang dimulai dengan menerbitkan surat
teguran.
b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihar:  pajak  aktif merupakan kelanjutan dari  penagihan
pajak  pasif, dimana dalam upaya penagihan ini, Fiskus berperan
altif. Fiskus tidak hanya mengirimkan surat tagihan atau surat ketetapan
pajak, akan tetapi jéuga akan dukutlt dengan tindakan sita, dan dilanjutkan
dengan pelaksanaan lelang atas barang sitaan  atau dengan pemblokiran

atas tabungan yang dimiliki oleh Wajit pajak.

Penanggung Pajak

Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan
memenuhi kewajiban Wajib Paizk menurat ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan.

Jurusita Pajak
Jurusita Pajak adalah pe aksana tindakan atas Penagihan Pajak yang
meliputi antara lain Pénagihar& Sekeiika dan Sekaligus serta pemberitahuan

Surat Paksa, penyitaan dan penvenderaan.
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Jurusita Paj?&:E dalam melaksanakan tugasnya merupakan pelaksana
eksekusi dan putusanE yang sama kedundukannya dengan putusan pengadilan
yang telah .mempun}g/ai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, untuk
dapat diangkat sebagéi Jurusita Pajak harus memenuhi syarat-syarat tertentu
yang ditetapkan oleh Menteri. Syarat-syarat yvang harus dipenuhi
untuk diangkat menjadi Jurusita Pajak adalah sebagai berikut (Muhanmmad
Rusdji, 2003, Penagiha;n Pajak dengan surat Paksa, hal 02-3):

a. Berijasah serendah-rendahaya Sekolah Menengah Umum atau setingkat
dengan itu.

b. Berpangkat sercndéh-rendahnya Pengatur Muda/Golongan 1i/a.

¢. Berbadan sehat.

d. Lulus pendidikan dan latiken Jurusita Pajak.

€. Jujur, bertanggung jawab, dan penuh pengabdian.

Jurusita Pajak diberhenﬁkan apabiia:

a. Meninggal dunia.

b. Pensiun.

¢. Karena alih tugas atau kepentingan dinas lainnya.

d. Ternyata lalai atau tiﬂak cakap dalam menjalankan tugas.

e. Melakukan perbuatah tercela.

f. Melanggar sumpah atau janji Jurusita Pajak.

g. Sakit jasmani atau rohani terus menerus.
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Tugas Jurusita antara l;ain:
a. Melaksanakan Sur:;a;t Perintah Penagiban Seketika dan Sekaligus.
b. Memberitahukan Surat Paksa.
¢. Melaksanakan penyitaan aizs barang Penanggung Pajak berdasarkan Surat
Perintah Melaksanakan Penyitaan.
d. Melaksanakan Pensianderaam berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan.
Dalam melaksanakan tugasnya, Jurusita Pajak berwenang memasuki
dan memerksa Semda ruangan, dan melakukan penggeledahan secara
menyeluruh uniuk menemukan Objek Sita baik di tempat usaha, di tempat
linggal Penanggung Pa}ajak, alau di tempat lain yang diduga sebagai tempat
penyimpanan Objek Siiéa dan melakukan penyitaan.
Kewerangan .Il;lmsita Pajak dalam melaksanakan penyitaan untuk
menemukan Objek S%ta yang ada di tempat usaha, tempat kedudukan,
atau tempat tinggal I’énanggung Pajak dengan memperhatikan norma yang

berlaku dalam masyarakat.

Penagihan Seketika d;m Sekaligus

Penagihan Seketika den sckaligus adalah Penagiban Pajak tanpa
menunggu tanggal jat'uhi tempo pembayaran. terhadap seluruh Utang Pajak dan
semua jenis pajak, ma.%;a pajak, dan izhun pajak. Dalam penyampaiannya,
Surat Perintah Penagijilzm Seketika dan Sekaligus dilaksanakan secara

langsung oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
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Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan oleh Jurusita Pajak tanpa

menunggu tenggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan Surat Perintah

Penagihan Seketika dan Sekaligus vang diterbitkan oleh Pejabat apabila

{Mubhammad Rusdji, 2005, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa,

hal 03-.9):

a.

Penangguag Pajak; akan meninggalkan Indonesia untuk sclama-lamanya
atau berniat untuk itu.

Penanggung Pajak memindahiangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasainva dalaﬁn rangka menghentikan mengecilkan  kegiatan
perusahaan, atau pékerj aan yang dilakukannya di Indonesia.

Terdapat tmlda-talgida bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan
badan usahanya, atau menggabungkan usabanya, atau memekarkan
usahanya, atau . memindabiangankan perusahaan yang  dimiliki
atau dikuasainya, atau melakalan perubahan bentuk lainnya.

Badan udaha akan dibubarkan ofeh Negara.

Terjadi penyitaan ‘atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga

atau terdapat tanda-ftanda kepailitan.

Dalam penerbitannya, Surat Periniah Penagihan Seketika dan Sekaligus

sekurang-kurangnya harus memuai, antara lain:

a.

b.

Wakiu sebalum j&tu?h tempe pembayaran.

Tanpa didehului Surat Teguran.
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c. Dikirim sebelum jangka waliu 21 (dua puluh satu} hari sejak Surat
Teguran c%.iierbitkaﬁ, atau
d. Sebelum penerbitaﬁ Surat Paksa.
Sedangkan isi idzu‘i Surai Periniah Penagihan Seketika dan Sekaligus
sekurang-kurangniya harus mermust, antara lain:
a. Nama Wajib Pajak;aiau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak.
b. Besar Utang Pajak.;
¢. Perintah untuk Meélbayar, aiau

d. Saat pelurasan Utang Pajai.

Daluarsa Tindakan P;:nagiham Pajak
Hak untuk melakukan penagihan pajek termasuk bunga, denda,
kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluarse setelah lampau waktu
10 (sepuluh) tahun 1eré‘nituug saal terutangnya pajek atau berakhimya Masa
Pajak, bagian tahun paj:;ak atau tahun pajak vang bersangkutan.
Daluarsa selama 10 tahﬁn dapa: tertangguh apabila:
a. Diterbitkan Surat j‘egurmrz dan Surat Paksa (daluarsa dihitung sejak
tanggal penyampaiﬁn Surat Paksa tersebut);
b. Adanya pe-ngakuzm:utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun
tidak langsung. Pengfgakuan i;eréebut berupa:
- Wajib pajak 1ﬁengaju§;€an permohonan angsuran dan penundaan

pembavaran utaflg pajak sebelum tanggal jatuh tmpo pembayaran;
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- Wajib Pajak mengajukan permohonan pengajuan keberatan;
- Wajib Pajak méiaksmnaﬂian pembayaran sebagian utang pajaknya.
¢. Diterbitkennya SKPKB atav. SKPKBT (daluarsa penagihan dihitung sejak

tanggal penerbitan éketetapz.m pajak tersebut).

Hak Mendahuolui

Keducukan N%agara sebagai  kreditur  preferen yang dinyatakan
mempunyai hak mend:é:huli atas barang-barang milik Penanggung Pajak yang
akan dijual.

Hasil penjualah bar:-mgnhmng milik Penanggung Pajak terlebih
dahulu  untuk memﬁayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya
dipergunakan untuk 111§lu11asi [Hang Pajak.

Hak mendahulu untuk étagihan pajak melebihi segala hak mendahulu lainnya,

kecuali terhadap: .

a. Biaya perlkara yang semata-maia disebabkan suatu penghukuman untuk
melelang suatu barang bergeraic dan atau barang tidak bergerak.

b. Biaya yang telah dil;:eluark&n untuk menyelamatlkan barang dimaksud.

c. Biaya perkara yangé semata-mata disebabkan pelelangan dan penyelesaian

suatu warisarn.



2.2.8 Pemblckiran Harta dl Bank

Pemblokiran éclaiah tindakan pengamanan harta kekayaan milik
Penanggung Pajak yan%g tersimpan i Bank dengan tujuan agar harta kekayaan
yang dimaksud tidak t;erdapat pesubahan apapun, selain penambahan jumlah
atau nilai. |

Sedangzkan P@néyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai
harta dan hak Penanégung Fajax guna dijadikan jaminan untuk melunasi
Utang Pajak menurut péeraturzm perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Jurusita
Pajak berwenang méelai{&anamn penyitaan tcrhadap harta kekayaan
Penanggung “ajak yang tersimpan di Bank. penyitaan terhadap deposito
berjangka, tabungan, éaldo rekeping korem, giro atau bentuk lainnya yang
disamakan deagan itu ﬁan dilaksanakan dengan pemblokiran terlebih dahulu
vang pelaksanaannya mengacu peda ketentuan mengenai rahasia bank sesuai
dengan peraturan perubdang-undmgzm vang berlaku. tata cara pemblokiran
tersebut, diatur dalam K;Leputufszm Menteri Keuangan.

Setelah saldo kéekayam Penanggung Pajak yang tersimpan di Bank
diketahui, maka Juruésita Pajak akan melaksanakan penyitaan dengan
membuat Berita Acarz; Pelaksanzan Sita dan ditandatangani oleh Jurusita

Pajak, Saksi-saksi, dan pimpinan Bank atau pejakat Bank yang ditunjuk.
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2.2.9 Penyitaan

Surat Perintah Melak:samalwx Penyitaan akan dikeluarkan oleh Pejabat
apabila Utang Pajak ;tidak dilanasi oleh Penanggung Pajak dalam jangka
waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah dikeluarkannya Surat
Paksa. Penyitaan te:rhadap barang milik Penanggung Pajak tersebut
dilaksanakan oleh Jurfusita Pajak berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan yang diierbi.:tkzm oleh Peiabat yang bersangkutan.

Objek Hita adﬁlah mertpakan barang milik Penanggung Pajak yang
dapat digunakan jaminan apabifa Penanggung Pajak tersebut tidak dapat
membayar Ulang Pajak yang dikenakan kepadanya.

Penyiiaan diiaiéé;smlakzm -erhadap barang milik Penanggung Pajak yang
berada di tempat usaha, tempat tinggal, tempat kedudukan, atau di tempat lain
termasuk yang pengéuasammya berada di tangan pihak lain atau yang
dijaminkan sebagai Izéeiunasau utang tertentu yang bertujuan memperoleh
jaminan pelunasan U%ang Pajek dari Penanggung Pajak. Olech karena itu,
penyitaan dapat diiakséanakaﬂ terhadap semua barang Penanggung Pajak yang
dapat berupa, antara Iaéin:

a. Barang bergerak, termasuk mobil, perhiasan, vang tunai dan deposito
berjangka, tabungén, saldo rekening koran, giro atau bentuk lain yang
disamakan dengzm?itu, obligasi saharn atau surat berharga lainnya, piutang,

dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dan atau;
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b. Barang tidak ber:geral«;., ermasuk lanah, bangunan, dan kapal dengan isi
kotor tertentu. |

Barang bergerak m';lik Feaanggung Pajak yang dikecualikan dari penyitaan

adalah antara lain:

4. Pakaian dan Eel;lpat tidus beserta perlengkapannya yang digunakan oleh
Penanggung Pajak dan keluarga yang menjadi tanggungannya.

b. Persecisan maﬁ:anan daa minaman untuk keperluan satu bulan beserta
peralatan yang perada di rurnal.

¢. Perlengkapan I;’enanggung Pajak yang bersifat dinas yang diperoleh. dati
negara.

d. Buku-buku y:;mg berialian dengan jabatan atau pekerjaan Penanggung
Pajak dan alaﬁ-a1at yang dipergunakan untuk pendidikan, kebudayaan, dan
keilravan. :

¢. Peralatan ciéalam veadaan  jalan  yang masih  digunakan untuk
melza.l‘;sanakal;l pekerjaan atay usaha sehari-hari dengan jumlah seluruhnya
tidak lebih dgs.ri Rp, 20:000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

f. Peralatan pcényandz-mg cacat yang digunakan oleh Penanggung Pajak dan
keluarga yaxég menjadi mpgguagannya.

Setiap néﬂelaksanakm Penyitaan, Jurusita Pajak membuat Berita Acara

Pelaksanaan Siia yang, ditandatangani olch Jurusita Pajak, Penanggung Pajak

Jan saksi-saksl
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Berita Acara Pelaksanaan Sita merupakan pemberi.tahuml kepada
Penanggung Pajak déan masyarakal bahwa penguasaal barang Penanggung
Pajak tclah hcrp'tnda;h tangan darl Penangguing Pajak kepada Pejabat. Oleh
karena itu, datam set.;ia.p penyitanti. Jurusita Pajak harus membuat Berita Acara
Pelaksanaan Sita secara jelas dan lengkap yang sekurang-kurangnya memuat
hari dan tanggal, nomor, pama Jurusiia Pajek, nama Pepanggung Pajak, nama
dan jenis barang ya‘ég disita, dan wmpat petryitaan.

Berita Acm;“a Pelaksangan Sitd tersebut tetap mempuinyai kekuatan
mengikat. meskip;un Penanggung Pajak maenolak menandatangani Berita
Acara Pe’laksanaax? Sita.

Pengzxjuaﬁ keberatann  oleh Wajib  Pajak tidak mengakibatkan
penundaan pelz;xksanaam petyitaan. Ketentnan  in sejalan dengan
Undang-undang éNomar 6 Tahun 1983 tentang  Ketentuan Umum dan
Tata Cara Perpéajakml sehagalimnani ielah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun§1994 yang aniara 1zin mengatur bahwa “pengajuan keberatan
tidak menundag kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan
pajak”. Oleh kgrena iy, penyitaan tetap dapat dilaksanakan walaupun Wajib
Pajak mengajul%;an keberatan.

Penjualhn barang sitaan dilakukan apabila Utang Pajak dan atau Biaya
Penagihan P’;ajak fidale  dilunast oleh Penanggung Pajak setelah

dilaksanakannya penyitaun harang milik Penanggung Pajak. Yang berwenang



melaksanakait pcnjuéﬁan secara  lelang atau  tidak lelang, maupul
roenggunakal atau ﬁe1ni11dahkbtskul};an warang yang disita untuk pelunasan
Utang Pajak dan atau Biay penagiban Pajok yang dimaksud adalah Pejabat
yang telah ditanjuk oieh Menieri Keuangatl.

Parang sitaaigx yang Jikecualikan dari penjualan secara lelang adalah
berupa (Muhammaéi Rusdii, 2005, Penagihan Pajak denganl Surat Paksa,
hal 07-1):

1. Uang tunai dan %suratnsusmt herharga yang terdiri darl:

a, Uang ttinai;

b, Kekayaan ?cnmggnng Pajak yang tersimpan di Rank, seperti deposito,
tabungan, ;;aldo rekening koranl, giro, afau bentuk lain yang disamakan
dengan itu.

c. Obligasi.

d. Saham. .

c. Piutang.f

i Penyem:an modal.
g. Suratl bezrharga lainaya, dan
7. Burang yanég mudah rusak atat cepat busuk.

Risala‘rji Lelang antard lair memuai keterangan bahwa barang sitaan

telah terjual. ZSebagai syarat pengalihan hak darl Penanggiis Pajak kepada

pempell lelan:g dan juge sehagai pertindungan pukum terhadap hak pembeli
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lelang, kareaa itu képadmwa juga harus diberikan Risalah Lelang yang
berfungsi sebagal akta jual beil yang 1o rupakan bukti otentik schagai dasar
pendaitaran dan pengahhzm hak

Jumlah bax‘aﬁg yang disita dan akan dilelang adalah sama dengan
jumlah dari perhitu:ngan Utang Pajak yang dikenakan kepada Pepanggung
Pajak, sedangkan antuk sisz barang veseria kelebihan uang hasil Lelang
dikembalikan oleh? Pejabat kepada Penanggung Pajak segera setelah

pelaksanaan Lelang.

Meckanisme Peﬂaé@ihan Pajak dengan Surat Paksa
Pengertian Suraté Paksa

Penaﬂihan Pajak dengan Surat Paksa merupakan Undang-undang yang
mengatur ketentuan tenieng fata card sindakan penagihan pajak yang berupa
penagiban Sa,ketﬂxa dan Sekaligus, pelaksanaan Surat Paksa, penyitaan,
pcncw@han dan atau peavanderadn, serta pelelangan. Dalam Undang-undang
ini, Surat P"»&k,sa diberi kekugian exsekutorial dan kedudukan hukum yang
sama cengan putusai pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum
tetap dan tidak ;dapa'i diajukan banding sehingga Qurat Paksa langsung dapat
dilaksanakan fﬂan ditingaldanjull sampai dengan pelelangan barang
Penanggung de&k Selaras dengan perkembangan jenis pajak dan pungutan

berdasarkan pc;mturml perun.damg-undangm perpajakan yang dilakukan, baik
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oleh Pemerintah Pusal maupun Pemerintal Daerah, Undang-undang ini
dimaksudkan untuk dzburh}\uimn terhadap berbagal jenis paj jak.

Dalam 1'angka1 menegakan Leadilan, Undang-undang ini tetap
memberikan pelhndungan huxum, baik kepada Penanggung, Pajak mauputl
pihak ketiga berupa Hak uamtuk mengajukan gugatan. Karena hakikat
pelaksanaas sanggahan tidak berbeda dengan pelaksanaan gugatan, ketentuan
dalam Undang~undang ini mengatur hahwa gugatan Penangguing Pajak
terhadap tindakan pelaksanaan penagih pajak berupa pelaksanaan Surat paksa,
Gita, atau Lelang diajukan kepada Badan Penyelesaisan Sengketa Pajak.
Qementara itd, guéatan pithak Letiga terhadap kepemilikan barang yang disita
diajukan kepada Eengadﬂar; MNegerl.

Pmimmsan ‘Utang Pajak oleh Penanggung Pajak merupakail salah satu
{ujuan penting dan pembeﬂ%um Undang-undang ini. Untuk menambah
ketajaman dalam upaya penagihan pajak, dalam keadaan tertentu terhadap
Penanggung Pajak  terfentd secara selektif dan hati-hati berdasarkan
Keputusan M.eﬁ.teri K euangai, dapat dilakukan tindakan pencegahan dan
dengan seizin Mentei:i Keuangan ataw Gubernur kepala daerah Tingkat 1 dapat
dilakukan p{:nyanduaam Namun, perlindungant hak untuk memperoleh
eadilan bagi Penanwung? Pajak (erhadap pelaksanaat pencegahan dan atau

penyandeman di.makﬁuc% tetap diberikan oleh Undang-undang ini.
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pasar Hukun Siﬁl’?&ltéi’ﬂkﬁiﬁ

Surat Paksa; memiliki Dasat Hukum Undang-undang Pajak
Nomor 19 tahun .’.».%000 {eniang Penagihan Pajak dengan Qurat Paksa.
Berdasarkan Unda{?g—unda;ng tersebut, dalam pasal 7 Surat paksa
perkepala kata-kaia "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
VANG ESA”, 11181;’111)1111}’2!,5 kekuatan oksekutorial dan Kkedudukan hukum
yang sama dengaﬁ grosse ki yaitu putusat pengadilan perdata yang
telah me:mpunyaiz kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, Surat
Paksa langsung dﬁpat dilaksanakan lanpa bantuan putusal pengadilan lagi

dan tidak dapat diajukan panding.

1si Surat Paksa

Surat Paksa sck_ufang-kmangnya harus memuat hal-hal, antara lain:

4 Nama Wajib éPajak, ctau nama Wajib Pajak dan Penangguig Pajak.
b. Dasar penagi:han.

¢. Besamya utéxa.g pajak. ¢an

4. Perintah untuk membavar.
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2.3.4 Penagihan Pajak dengan Surat Paksa

Surat paksa Giterbitkan apabila:
a. Penanggung Pajak tidak melunasi  Utang Pajak dan kepadanya telah
Gurat Peringatan, atau surat lain yang

diterbitkan Surat Teguren aldi

sejenis.
b. Terhadep Penanggung Fajak teleh dilaksanakan Penagihan Seketika dan

Sckaligus.
¢. Penanggung Pajak tidak memenuni ketentuan sebagaimana tercantum
dalam kepuusan persetijuan apgsuran atau penundaan pembayaran pajak.
Surat Paksa terhada;%p Orang Pribadl diberitahukan oleh Jurusiia Pajak kepada:
a. Penanggung Pﬁjak di tempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain

yang memungkinkait.
b, Orang dewasa yans berternpat tinggal bersama ataupun yang bekerja di

abila Penanggunig Pajak yang

tempat uszha Penanggung Pajak, ap

bers:.mgkutan;tidak dopat dij UMDEL.
c. Salah seorang ahli warls aau pelaksana wasiat alau yang mengurus harta
peninggalam@ya, apabila Waji Pajak telah meninggal dunia dan harta

warisannya belum Jdibagi, atau

d. Para ahli waiis, apabiia wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta

werisannya telah dibagi.
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Terhadap W ajéib Paiek yang raeninggal dunia dan meninggalkan
warisan yang, telah dibagi. sural Paksa diterbitikan dan diberitahukan kepada
masing-masing ahli v\;faris. Gurat Paksa dimaksud memuat, aniara fain jumlab
utang pajak yang télah dibagi sebanding dengan besarnyd warisan yang
diterima oleh masinémasiug abii waris. Dalam hal ahli waris belum dewasa,
Surat Paksa d.ibc":rikah kepada Wali atad pengampunya.

Surat Pakse. icrhadaﬁ Badan diberitahukan olel Jurusita Pajak kepada:

a. Pengurus, Eepala perwakilan, kepala cabang, penangguig jawab,
perailik modal, baik di wempst kedudukan badan yang bersangkutan,
di ‘iempat; tinggal 1mereka, maupun  di terapat  lain  yang
111(:131u11gki1ikan.

b. Pogawai te?’tﬁp di tempat kedudukan aau tempat usaha badan yang
bc:rsangkut;m apabiia Jurusita Pajak tidak dapat menjumpai salah
seorang sebagaimama dimaksud dalam huruf (a).

Apabila ;Jurusi‘za pajak  tidak menjumpai  seorangpunl untuk
disampaikan Sugmt Paksa, Salinan Surat Paksa disampaikan kepada
Penanggung Pajﬁk melalal aparatl Pemerintah Daerah setempat, sekurang-
kurangnya sesitégkat Gekretaris Kelurahan atau Sekertaris Desa, dengan
membuat Beritag Acara vang selapjutnya Qalinan Surat Paksa dimaksud akan
sagera diserahkan kepada Penanggung Paj ak yang bersangkutan.

Pemberitahuan Surat Peksa terhadap badan dapat disampaikan untuk:
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a. Perseroan terbatas, yakni kepada pard pengurus uang meliputi Direksi,
Kotnisaris, pemegans sobam tertentd, dan orang Yang mempunyai
wewenatg ikut me;":nentuk;;m Lebijaksanaan dan atau mengambil keputusan
dalam menj aimxk#n perseroa.

b. Bentuk Usaha Tetap, yakil kepada perwalkilan, kepala cabang, atau
penanggung ] awz;bl

. Badan Usaha lainnya, sepertl persekutuas, firma, perseroan komanditer,
yakni kepada direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk
melaksanakan ‘dan mengendalikan serta  bertanggung jawab atas
perusahaan dimﬁa}s:sudw

d. Yayasan, yakrfti kepada ketud afaun orang yang melaksanakan dan
mengendalik;aﬁ cerla tEngaung jaw ab atas yayasan dimaksud.

Calam ha1; Wajib Pajak dinyatakan Pailit, Sural Paksa diberitahukan
kepada Rurator, Hakim Penzawas, atau Balai Harta Peninggalan, dan dalam
hal Wajib Pajai{ dinvatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa
diberitaukan képada. orang &atau padan yang dibebani dalarﬁ melakukan

pemberesan atau likuidator.



